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Abstract. Migrant workers constitute one of the vulnerable groups
frequently exposed to exploitation, discrimination, and violations of
human rights, both in their countries of origin and in destination
countries. In the Indonesian context, various cases involving violence,
unpaid wages, and weak legal protection demonstrate the urgent need
to strengthen safeguards for migrant workers. This article aims to
analyze the protection of migrant workers from the perspective of
Islamic law by emphasizing the principles of justice, humanity, and
respect for human rights. The research employs a normative juridical
method with a descriptive qualitative approach, through an
examination of relevant Quranic verses, hadith, and figh literature, as
well as a comparison with international legal instruments. The results
of the analysis indicate that Islam emphasizes the importance of fair
treatment of workers, the obligation of employers to provide decent
wages, and the protection of human dignity as a mandate of Sharia.
These principles are in line with International standards and,
therefore, may serve as a normative and ethical basis for
strengthening policies on the protection of migrant workers.

Abstrak. Pekerja migran merupakan salah satu kelompok rentan yang
sering menghadapi eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak
asasi, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Dalam konteks
Indonesia, berbagai kasus kekerasan, gaji yang tidak dibayar, dan
lemahnya jaminan perlindungan hukum memperlihatkan urgensi
penguatan perlindungan bagi pekerja migran. Artikel ini bertujuan
untuk menganalisis perlindungan pekerja migran dalam perspektif
hukum Islam dengan menekankan prinsip keadilan, kemanusiaan,
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
kualitatif deskriptif, melalui telaah ayat Al-Qur’an, hadis, dan
literatur fikih yang relevan, serta perbandingan dengan instrumen
hukum internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa Islam
menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap pekerja, kewajiban
majikan memberikan upah yang layak, serta perlindungan martabat
manusia sebagal amanah syariah. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan
standar internasional, sehingga dapat dijadikan landasan normatif
dan etis dalam memperkuat kebijakan perlindungan pekerja migran.
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A.PENDAHULUAN

Pekerja migran merupakan salah satu kelompok paling rentan terhadap
eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Data lapangan menunjukkan
banyak kasus pekerja migran Indonesia di luar negeri yang mengalami
penyiksaan, gaji tidak dibayar, dan kondisi kerja tidak manusiawi (Romli &
Rahayu, 2024). Permasalahan ini tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi
juga moral dan etis. Dalam perspektif Islam, pekerja adalah pihak yang wajib
mendapatkan perlakuan adil, upah layak, serta perlindungan martabat
kemanusiaannya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya jurang
antara prinsip normatif Islam dan realitas pekerja migran.

Kelemahan regulasi nasional dan keterbatasan pengawasan negara asal
sering kali membuat pekerja migran terabaikan. Meskipun Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah
diberlakukan, praktik implementasinya masih menghadapi kendala serius
(Rosyada & Wibawa, 2022). Banyak pekerja yang tidak terdaftar secara resmi,
sehingga akses perlindungan hukum menjadi sulit. Dalam konteks ini, prinsip-
prinsip hukum Islam dapat menjadi kerangka normatif untuk memperkuat
upaya negara dalam melindungi pekerja migran (Vol et al., 2013).

Permasalahan lain adalah ketidaksetaraan posisi tawar antara pekerja
migran dan majikan. Banyak pekerja migran menghadapi kondisi kerja yang
eksploitatif karena dianggap lemah secara ekonomi, pendidikan, dan hokum
(Anggriani, 2017). Dalam syariat Islam, prinsip keadilan (‘adl) menuntut
adanya perlakuan yang setara antara pihak yang kuat dan lemah. Namun,
eksploitasi yang terjadi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip
dasar keadilan yang diajarkan dalam Islam (Simamora, 2026).

Hak-hak pekerja dalam perspektif Islam sangat jelas, termasuk hak atas
upah tepat waktu sebagaimana sabda Nabi Muhammad %: “Berikanlah upah
kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” Namun, kenyataan
menunjukkan banyak pekerja migran yang upahnya ditahan atau dipotong
secara sepihak oleh majikan (Prakasa, 2023). Hal ini memperlihatkan

ketidakselarasan antara ajaran Islam dengan realitas di lapangan. Pertanyaan
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pentingnya adalah bagaimana prinsip Islam dapat diinternalisasikan ke dalam
kebijakan perlindungan pekerja migran.

Selain persoalan upah, aspek kemanusiaan pekerja migran juga sering
diabaikan. Banyak pekerja mengalami kekerasan fisik dan psikis, bahkan
pelecehan seksual, terutama pekerja perempuan di sektor domestic (Shaliha,
2022). Dalam Islam, penghormatan terhadap martabat manusia (karamah al-
insan) merupakan prinsip universal. Ketidakmampuan negara dan masyarakat
internasional melindungi pekerja migran menunjukkan adanya kegagalan
dalam mewujudkan prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi syariat.

Dari perspektif hak asasi, pekerja migran berhak atas perlindungan
yang sama dengan warga negara lain. Namun, praktik diskriminasi masih
terjadi, baik di negara asal maupun di negara tujuan (Firdaus et al., 2017).
Dalam Islam, prinsip persamaan (musiwah) menegaskan bahwa semua
manusia setara di hadapan hukum. Permasalahan yang muncul adalah
bagaimana prinsip persamaan ini dapat dijadikan pijakan untuk mencegah
diskriminasi sistematis terhadap pekerja migran (Fikri, 2022).

Selain itu, lemahnya akses terhadap bantuan hukum menjadi salah satu
masalah utama. Banyak pekerja migran yang tidak mampu memperjuangkan
haknya karena keterbatasan informasi, biaya, dan akses pada lembaga hokum
(Firdaus et al., 2017). Dalam perspektif Islam, negara memiliki kewajiban
untuk menegakkan keadilan sosial dan melindungi kelompok yang lemah
(mustadhafin). Namun, realitas menunjukkan masih lemahnya peran negara
dalam menyediakan advokasi hukum bagi pekerja migran (Shaliha, 2022).

Permasalahan lain adalah minimnya sosialisasi prinsip-prinsip Islam
dalam konteks perlindungan pekerja migran. Padahal, ajaran Islam yang
menekankan keadilan, penghormatan martabat, dan perlindungan hak dapat
menjadi landasan etis yang kuat untuk membangun kesadaran kolektif
(Prakasa, 2023). Kurangnya integrasi antara norma agama, hukum nasional,
dan hukum internasional membuat perlindungan pekerja migran tidak

berjalan optimal.
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Dengan  demikian, permasalahan penelitian ini  mencakup
ketidakselarasan antara norma hukum Islam yang menekankan keadilan,
kemanusiaan, dan perlindungan hak dengan realitas pelanggaran yang
dihadapi pekerja migran. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana prinsip-
prinsip Islam dapat dioperasionalkan dalam kebijakan hukum dan praktik
perlindungan pekerja migran. Analisis ini penting untuk menemukan solusi
komprehensif yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berakar pada nilai

keadilan Islam yang bersifat universal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian 1ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif dipilih
karena penelitian berfokus pada kajian hukum Islam dan regulasi yang
mengatur perlindungan pekerja migran. Bahan hukum primer terdiri atas
ayat-ayat Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad #, kaidah fikih, serta peraturan
perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, penelitian juga
mengkajl instrumen hukum internasional yang relevan dengan hak-hak
pekerja, seperti konvensi ILO dan Deklarasi Universal HAM.

Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, fatwa ulama, serta
laporan lapangan terkait kasus pekerja migran Indonesia di berbagai negara.
Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan realitas
perlindungan pekerja migran sekaligus menghubungkannya dengan prinsip-
prinsip Islam yang menekankan keadilan, penghormatan martabat, dan
perlindungan hak. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu
mengungkap kesenjangan antara norma hukum Islam, hukum positif, dan
praktik di lapangan, serta merumuskan rekomendasi yang komprehensif untuk

memperkuat perlindungan pekerja migran.
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C. HASIL DANPEMBAHASAN
1. Realitas Pelanggaran Hak Pekerja Migran

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia,
terutama yang bekerja di sektor domestik, sering menghadapi eksploitasi
kerja. Banyak laporan mengenai jam kerja berlebihan tanpa istirahat yang
memadai, kondisi kerja berbahaya, hingga penahanan paspor oleh majikan.
Situasi in1 memperlihatkan adanya pelanggaran serius terhadap hak-hak
dasar pekerja. Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan seharusnya
diberikan melalui UU No. 18 Tahun 2017. Namun, data lapangan
menunjukkan implementasi regulasi ini masih lemah karena keterbatasan
pengawasan pemerintah di negara tujuan (Anggriani, 2017).

Kasus pekerja migran di Timur Tengah memperlihatkan bahwa
banyak pekerja menghadapi gaji yang tidak dibayar tepat waktu, bahkan
ada yang tidak menerima upah sama sekali. Hal ini melanggar prinsip Islam
yang menekankan kewajiban pemberi kerja membayar upah sebelum kering
keringat pekerja (Simamora, 2026). Pelanggaran ini tidak hanya merugikan
secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis. Dalam
konteks HAM, tindakan ini jelas melanggar Deklarasi Universal HAM yang
menjamin hak atas penghidupan layak.

Selain persoalan upah, pekerja migran juga kerap mengalami
kekerasan fisik dan verbal dari majikan. Hasil wawancara dengan pekerja
migran yang kembali dari Malaysia menunjukkan adanya kasus pemukulan,
penghinaan, bahkan pelecehan seksual. Kondisi ini menimbulkan trauma
mendalam dan melanggar prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh
Islam. Prinsip karamah al-insan (martabat manusia) yang diakui dalam Al-
Qur’an menjadi bukti bahwa praktik tersebut tidak dapat dibenarkan dalam
hukum Islam. Perempuan pekerja migran termasuk kelompok yang paling
rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi (Vol et al., 2013). Laporan dari
lembaga advokasi pekerja migran menunjukkan banyak kasus pekerja
rumah tangga perempuan yang dipaksa bekerja tanpa libur, diperlakukan

tidak manusiawi, bahkan tidak jarang mengalami pelecehan seksual.

183 | I'tigadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vo. 3 No. 2 Juni 2026


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240319090983508
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240319410848353

Keadilan Dan HAM Dalam Perlindungan Pekerja Migran Menurut Hukum Islam |
Syafar Alim Siregar, Agustina Damanik, Iskandar

Padahal, dalam Islam perempuan memiliki hak yang sama untuk dilindungi
martabat dan kehormatannya. Pelanggaran ini menegaskan lemahnya
mekanisme perlindungan hukum bagi kelompok rentan (Rosyada & Wibawa,
2022).

Hak atas kebebasan bergerak juga sering dilanggar. Banyak pekerja
migran yang paspornya ditahan majikan sehingga mereka tidak bisa
meninggalkan tempat kerja. Praktik ini umum ditemukan di beberapa
negara tujuan dan bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang
bentuk perbudakan modern. Islam secara tegas menolak pengekangan
kebebasan manusia tanpa alasan yang sah. Pelanggaran ini memperlihatkan
adanya bentuk eksploitasi yang menyerupai praktik perbudakan.

Selain itu, pekerja migran sering tidak memiliki akses pada bantuan
hukum. Wawancara dengan pekerja migran yang dideportasi dari Arab
Saudi menunjukkan bahwa mereka tidak mendapat pendampingan hukum
saat menghadapi kasus pidana maupun perdata. Situasi ini memperlihatkan
lemahnya diplomasi negara asal dalam melindungi warga negara di luar
negeri. Padahal, negara berkewajiban melindungi setiap warganya sesuai
dengan prinsip HAM internasional (Romli & Rahayu, 2024).

Permasalahan juga muncul terkait hak atas kesehatan. Banyak
pekerja migran yang jatuh sakit akibat kondisi kerja berat, namun tidak
mendapatkan perawatan medis yang layak. Data lapangan di Hong Kong
memperlihatkan beberapa pekerja harus menanggung biaya pengobatan
sendiri karena tidak didaftarkan dalam asuransi kesehatan. Dalam
perspektif Islam, menjaga kesehatan merupakan bagian dari maqashid
syariah (hifzh al-nafs) yang harus dijamin oleh majikan dan negara.

Dari segi sosial, pekerja migran sering mengalami diskriminasi dan
stereotipe negatif dari masyarakat negara tujuan. Mereka kerap dianggap
kelas pekerja rendah yang tidak berhak atas perlakuan setara. Kondisi ini
tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan (musawah) dalam Islam maupun

prinsip non-diskriminasi dalam hukum HAM internasional. Diskriminasi ini
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memperburuk kondisi psikologis pekerja migran dan menurunkan harga diri
mereka.

Realitas lain yang muncul adalah lemahnya perlindungan bagi
pekerja migran yang berstatus tidak resmi atau ilegal. Mereka sering kali
tidak dapat mengakses mekanisme perlindungan hukum karena status
hukumnya yang tidak sah. Padahal, Islam menekankan perlindungan
terhadap seluruh manusia tanpa memandang status sosial. Dalam hal ini,
pekerja migran ilegal tetap berhak atas perlindungan kemanusiaan.

Dalam wawancara dengan keluarga pekerja migran, ditemukan pula
dampak sosial yang signifikan. Banyak keluarga ditinggalkan dalam kondisi
ekonomi rentan, sementara pekerja di luar negeri menghadapi eksploitasi.
Situasi ini menunjukkan adanya dampak ganda: pekerja terabaikan di
negara tujuan, sementara keluarga di negara asal juga mengalami
kerentanan sosial. Ini membuktikan perlunya pendekatan perlindungan
yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, realitas pelanggaran hak pekerja migran
mencakup berbagai aspek: upah, kesehatan, kebebasan, martabat, hingga
diskriminasi. Fakta lapangan menunjukkan adanya kesenjangan serius
antara regulasi nasional dan perlindungan nyata di lapangan. Hal ini
memperkuat urgensi analisis hukum Islam sebagai kerangka normatif yang

dapat memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Pekerja Migran
Hukum Islam menempatkan pekerja pada posisi yang mulia, dengan
prinsip utama perlindungan martabat manusia. Al-Qur'an dalam QS. Al-
Maidah ayat 8 menegaskan perintah berlaku adil, bahkan kepada orang
yang tidak disukai. Dalam konteks pekerja migran, keadilan mencakup
pemberian upah yang layak, kondisi kerja manusiawi, dan perlindungan dari
diskriminasi. Prinsip ini menjadi dasar normatif Islam dalam melindungi

pekerja (M Almudawar & Ichsanoodin Mufty Muthahari, 2021).
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Hadis Nabi Muhammad # menekankan kewajiban membayar upah
pekerja sebelum kering keringatnya. Prinsip ini menjadi landasan syar‘i
bahwa keterlambatan atau penahanan gaji merupakan bentuk kedzaliman.
Dalam kasus pekerja migran yang tidak dibayar, hal tersebut jelas
merupakan pelanggaran syariah. Dengan demikian, prinsip Islam dapat
menjadi pedoman dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran secara
moral dan yuridis (Rizki Martua Nasution, 2024). Kaidah fikih /a dharar wa
la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) juga
relevan dalam konteks perlindungan pekerja. Eksploitasi berlebihan, jam
kerja panjang tanpa istirahat, dan penahanan paspor jelas menimbulkan
bahaya fisik maupun psikis bagi pekerja. Oleh karena itu, praktik tersebut
harus dihentikan karena bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Prinsip magqashid syariah, khususnya hAifzh al-nafs (perlindungan
jiwa), hifzh al-mal (perlindungan harta), dan hifzh al-irdh (perlindungan
martabat), menjadi relevan. Dalam konteks pekerja migran, syariah
menuntut agar pekerja dilindungi keselamatan fisiknya, hartanya berupa
upah, serta kehormatannya. Pelanggaran terhadap salah satu unsur
magqashid tersebut berarti pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum Islam
(Yosepina Sihombing, 2019). Islam juga melarang segala bentuk perbudakan
modern. Praktik penahanan paspor dan pembatasan kebebasan pekerja
dapat dikategorikan sebagai bentuk perbudakan terselubung. Al-Qur’an
mendorong pembebasan budak sebagai amal kebajikan, sehingga segala
praktik yang menyerupai perbudakan dalam konteks modern harus ditolak
(Bintarawati et al., 2023). Dengan demikian, hukum Islam menegaskan
posisi pekerja sebagai manusia merdeka yang harus dihormati hak-haknya.

Prinsip kesetaraan dalam Islam juga menjadi landasan penting. QS.
Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan setara, tanpa
diskriminasi berdasarkan suku, bangsa, atau status sosial. Dalam konteks
pekerja migran, diskriminasi berbasis kebangsaan atau status ekonomi jelas
bertentangan dengan ajaran Islam. Pekerja migran berhak atas perlakuan

setara sebagal sesama manusia.
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Dalam literatur fikih, terdapat pula pembahasan tentang hak-hak
pekerja (ujrah). Ulama klasik menekankan bahwa kontrak kerja harus jelas,
termasuk jenis pekerjaan, waktu kerja, dan besaran upah. Hal ini untuk
mencegah eksploitasi dan perselisihan. Prinsip ini sangat relevan dalam
melindungi pekerja migran, yang sering kali bekerja tanpa kontrak yang
jelas (Hamdi et al., 2023). Islam juga menekankan tanggung jawab negara
(wilayah) dalam melindungi warga negaranya, termasuk pekerja migran di
luar negeri. Negara berkewajiban menegakkan keadilan, menyediakan
advokasi hukum, dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Dalam
konteks pekerja migran, prinsip ini menuntut peran aktif negara dalam
diplomasi dan perlindungan hukum di negara tujuan.

Selain tanggung jawab negara, masyarakat juga memiliki kewajiban
moral untuk mendukung perlindungan pekerja migran. Islam mengajarkan
prinsip solidaritas (ta@wun ‘ala al-birr wa al-taqwa) yang dapat diterapkan
melalui dukungan sosial, advokasi, dan pemberdayaan keluarga pekerja
migran. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran tidak
hanya menjadi urusan negara, tetapi juga masyarakat (Asti & Lestari, 2019).
Fatwa ulama kontemporer di Indonesia juga telah menegaskan bahwa
eksploitasi pekerja migran adalah bentuk kezaliman yang harus dilawan.
Beberapa ormas Islam telah mengeluarkan pandangan resmi untuk
memperkuat kesadaran masyarakat dan negara dalam melindungi pekerja
migran. Hal ini menandakan adanya kesesuaian antara prinsip Islam dan
kebutuhan modern.

Dengan demikian, perspektif hukum Islam memberikan kerangka
normatif yang jelas untuk melindungi pekerja migran. Prinsip keadilan,
kesetaraan, maqashid syariah, dan solidaritas sosial menjadi dasar untuk
memperjuangkan hak-hak pekerja. Islam menolak segala bentuk eksploitasi,
sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menyusun kebijakan perlindungan

pekerja migran.
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3. Implikasi Prinsip Islam bagi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran

Integrasi prinsip hukum Islam ke dalam kebijakan perlindungan
pekerja migran dapat memperkuat legitimasi moral dan sosial. Nilai-nilai
Islam yang menekankan keadilan dan kemanusiaan dapat dijadikan
landasan etis bagi pemerintah dalam menyusun regulasi. Hal ini penting
mengingat mayoritas pekerja migran Indonesia beragama Islam dan sangat
menghargai nilai-nilai syariah. Prinsip keadilan dalam Islam dapat
dioperasionalkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap majikan
atau perusahaan penyalur yang melakukan eksploitasi (Pelangi, 2017).
Pemerintah perlu memastikan bahwa kontrak kerja dijalankan dengan adil,
gaji dibayarkan tepat waktu, dan hak pekerja dilindungi sepenuhnya.
Prinsip keadilan syariah dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan
perlindungan tenaga kerja.

Prinsip kemanusiaan dalam Islam menuntut adanya kondisi kerja
yang manusiawi. Pemerintah dapat mewajibkan perusahaan penyalur
tenaga kerja untuk menjamin fasilitas kesehatan, keamanan, dan
kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini, hukum Islam menolak segala bentuk
perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Prinsip ini dapat
memperkuat kebijakan terkait standar kerja layak.

Prinsip hak asasi dalam Islam menegaskan bahwa pekerja migran
memiliki hak yang sama dengan warga negara lain untuk mendapatkan
perlindungan. Hal ini selaras dengan hukum internasional. Oleh karena itu,
kebijakan perlindungan pekerja migran perlu mengintegrasikan prinsip
syariah dengan standar HAM internasional (Pramesti Ivana Putri Kinasih
et al., 2023). Pendekatan ini dapat memperkuat posisi diplomasi Indonesia
di tingkat global. Implikasi lainnya adalah perlunya penguatan peran
perwakilan diplomatik Indonesia di negara tujuan. Prinsip Islam tentang
tanggung jawab negara dapat dijadikan dasar untuk memperluas layanan
advokasi hukum, menyediakan shelter bagi pekerja bermasalah, dan
memastikan hak pekerja tidak terabaikan. Hal ini penting untuk

mengurangi kerentanan pekerja migran.
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Pendidikan pra-keberangkatan bagi calon pekerja migran juga perlu
memasukkan materi tentang prinsip keadilan dan hak asasi dalam Islam.
(Susanto, 2024)Dengan memahami hak-haknya, pekerja migran dapat lebih
berani memperjuangkan keadilan . Hal ini juga dapat mencegah praktik
eksploitasi karena pekerja memiliki kesadaran hukum dan agama yang
kuat. Kebijakan perlindungan pekerja migran juga perlu memperhatikan
aspek keluarga yang ditinggalkan. Islam menekankan tanggung jawab sosial
terhadap keluarga, sehingga pemerintah perlu memberikan dukungan
psikososial dan ekonomi kepada keluarga pekerja migran. Dengan demikian,
perlindungan bersifat holistik dan tidak hanya fokus pada pekerja di luar
negeri (Hartanto, 2024).

Integrasi prinsip Islam dalam kebijakan perlindungan pekerja migran
juga dapat memperkuat legitimasi sosial di masyarakat. Hal ini penting agar
perlindungan pekerja migran tidak hanya dilihat sebagai kewajiban negara,
tetapi juga sebagai amanah agama. Dukungan masyarakat dapat
memperkuat advokasi dan memperluas jaringan perlindungan. Dari
perspektif hukum, prinsip Islam dapat memperkuat reformasi regulasi
nasional. UU No. 18 Tahun 2017 perlu diimplementasikan dengan mengacu
pada magqashid syariah agar lebih berpihak pada pekerja (Morradi, 2015).
Dengan cara ini, perlindungan pekerja migran menjadi lebih komprehensif,
mencakup aspek hukum, sosial, dan keagamaan.

Integrasi prinsip Islam juga mendorong sinergi antara negara,
masyarakat, dan organisasi keagamaan. Ormas Islam dapat berperan dalam
memberikan advokasi, edukasi, dan dukungan spiritual bagi pekerja migran.
Hal ini sejalan dengan prinsip ta@wun (tolong-menolong) dalam Islam.
Dengan sinergi ini, perlindungan pekerja migran dapat berjalan lebih efektif
(Riyadi, 2022). Dengan demikian, implikasi prinsip Islam terhadap
kebijakan perlindungan pekerja migran sangat signifikan. Prinsip keadilan,
kemanusiaan, dan hak asasi yang terkandung dalam ajaran Islam dapat
memperkuat regulasi dan praktik perlindungan. Integrasi nilai-nilai Islam

dengan hukum nasional dan internasional dapat menciptakan kebijakan
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yang lebih komprehensif, adil, dan sesuai dengan martabat manusia

(Sausan, 2024).

D. KESIMPULAN

Pekerja migran merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap
eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak dasar. Fakta lapangan
memperlihatkan berbagai persoalan, mulai dari keterlambatan atau
penahanan upah, kekerasan fisik dan psikis, penahanan paspor, hingga
terbatasnya akses pada layanan kesehatan dan bantuan hukum. Kondisi ini
memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktik
perlindungan nyata di lapangan.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan (‘adl), kemanusiaan
(karamah al-insan), maqashid syariah, dan persamaan (musawah) menegaskan
kewajiban melindungi pekerja migran. Islam menolak segala bentuk
eksploitasi dan menempatkan pekerja sebagai manusia merdeka yang harus
dihormati haknya. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan standar hukum
internasional, sehingga dapat menjadi landasan etis dan normatif dalam
memperkuat kebijakan perlindungan pekerja migran. Integrasi nilai-nilai
Islam ke dalam kebijakan nasional sangat penting untuk menciptakan
perlindungan yang lebih komprehensif, adil, dan berkelanjutan. Negara,
masyarakat, dan organisasi keagamaan perlu bersinergi dalam mewujudkan

perlindungan pekerja migran sesuai dengan amanah agama dan hukum.
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